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KEPUTUSAN MENTER! KESEHAT AN REPUHLIK INDONESIA 
NOMOR : 964/M:ENKES/SKN!II/2007 

TENTANG 
STRUKTUR ORGANISASI 

UNIT AKUNT ANSI PENGGUNA ANGGARANIBARANG (UAP AlB) 
KEMENTERIAN KESEHAT AN RI 

MENTER! KESEHAT AN REPUBLIK INDONE8IA 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 dan 15 Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 59 /PMK.06/2005 tentang Sistem 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangar. Pemerintah Pusat, untuk 
pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi perlu dibentuk Unit 
Akuntansi Penggvna Anggaran/Barang (UAP A/8) Tingkat 
Kementerian Negara/Lembaga; 

b. bahwa Kementerian Negara/Lembaga sebagai Unit Akuntansi 
Pengguna Anggaran/Barang merupakan unit akuntansi instansi yang 
melakukan kegiatan penggabungan laporan uang/barang seluruh 
UAPPAIB-El; 

c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan .\1enteri Kesehatan RI Nomor : 
KP.04.04.3.l.A.0767; A.0769; dan KP.04.04.3 1.05622 tanggal 9 
Mei 2007 tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian 
dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Departemen 
Kesehatan RI. 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, b, dan c, · perlu menetapkan kern bali para petugas/pengelola 
unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (U A P AlB) Kementerian 
Kesehatan dengan keputusan Mcnteri Kcschatan; 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan l.cmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

2. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor I Tahun 2004 tcntang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

3. Undang-Undnng Rcpublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik 1:1donesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbnngnn Keunngnn nntnrn Pcmcrintnh Pu~nt clnn Pcmcrintnh 
Dnernh (Lembarnn Negnra Rcpublik Indonesia Talmn 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembarnn Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 
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5. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tcntang 
APBN TIDun 2007 (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4662); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara!Daerah. 

8. Keputusan Menteri Kcsehatan Nomor 131/Menkes/SKII/2007 tcntang 
Laporan Pertanggungjawaban Keuang:m, Barang, Kegiatan 
Monitonng dan Evaluasi serta Koordinator Pelaksanaan APBN yang 
di Daerahkan (DekonsentrCtSi dan Tugas Pembantuan). 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1 575/MENKES/PER/XI/2005 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dcpartmen Kesehatan. 

10. Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 59/PMK.06/2005 ten tang 
Sistem Akuntansi d~ Pclaporan Keuangan Pemerintah Pus<lt: 

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbcndaharann Nomor : Per 24/PB/2006 
Tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kemcnterian 
Negara/Lembaga . . 

MEMUTUSKAN: 

STRuKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI PENGGUNA 
ANGGARAN/BARANG (UAP AlB) KEMENTERIAN KESEHA TAN RI 

Ketentuan Umum 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 

1) Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAl, adalah 
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari 
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisarar, sampai dcngan pelaporan 
posisi keuangan dan opcrasi keuangan pada Kementerian Negara/ 
Lembaga. · 

2) Sistem Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disebut SAK. adalah Sub 
Sistem SAl yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang 
tcrkomputerisasi mulai dari pcngumpulan data. pc-ncatatan ~ 

pengikhtisaran sampai dengan pe!aporan posisi keuangan dan uperasi 
keuangan pada Kementeri~n Negara!Lembaga. 

3) Sistem Akuntansi Barang Milik Negara, yang sclanjutnya disebut 
SABMN adalah Sub Sistem SAT yang merupakan serangbian p1 oscdur 
ynng sating bcrhubungnn untuk mcngolnh dokumcn sumbcr dnlam 
rangkaian menghasilkan informasi nntuk pcnyusunan neraca dan 
laporan Barang Milik Negara (I3MN) scrta laporan manajcrial lainnya 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

4) Unit Akuntansi Instansi adalah unit organi.>asi kementerian 
negarnllembnga yang bersifnt fungsionnl yang mclaksanakan fungsi 
akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit 
Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang. 
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5) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut 
UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kcgiatan 
a.'<untansi dan pelaporan tingkat satuan kcrja. 

6) Unit Akuntansi Ku~a Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut 
UAKPB, adalah satuan kerjalkuasa pengguna barang yang memiliki 
wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN 

7) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wi!nyah, yang 
selanjutnya disc but UAPP AlB-W, adalah unit akuntansi inst.ansi yang 
melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun 
barang seluruh UAKP AlB yang berada dalam wit ayah kerjanya. 

8) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/BC\rang Eselon I, yang 
selanjutnya disebut UAPP A/B-El, adalah unit akuntansi instansi yang 
melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun 
barang seluruh UAPPAIB-W yang berada di wilaya!-1 kerjanya serta 
UP..K.P AlB yang langsung berada di bawahnya. 

9) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran!Barang, yang selanjutnya disebut 
U AP AlB, adalah unit · akuntansi instarasi pad a !ingkat Kementerian/ 
Lembaga (pengguna anggaranlbarang) yang melakukan kegiatan 
penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh _ 
UAPPAIB-El yang berada di bawahnya. 

I 0) Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna A nggaran!Pengguna Barang yang 
merupakan bagian dari suatu unit organisa5i pada kementerian 
negarallembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari 
suatu program. 

11) Laporan Keuangan adalah bentuk pcrtanggungjawaban pcmerintah atas 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan 
Reatisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas 
Laporan Keuangan. 

12) Laporan BMN adalah laporan yang mer.yajikdn posisi BMN pada awal 
dan ·lkhir suatu periode serta mutasi Bl'vlf'J yang terjadi selama periode 
terse but. 

13) Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan 
pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

14) Catatan atas Laporan Keuangan yang ~elanjutnya disebut CaLK adalah 
laporan yang menyajikan inforrnasi tentang penjelasan atau dafiar terinci 
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran, dan Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka 
pengungkapan yang memadai. 

Tugas Pokok dan Fungsi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Tingkat 
lnstansi/Departemen tUAPA) adalah sebagai berikut: 

(I) Melakukan penyiapan dan pengolahan data awal . bahan penyusunan 
laporan keunn[tnn Tinltknt UAPI\ Kcm<.'ntcrinn Kc~chntnn . 

(2) Melakukan Verlfikasi atns trnnsnksi keunngnn dnlam proses entry data, 
dan keluarannya sebagai bahan penyusunan laporan keuangan Tingkat 
UAPA Kementerian Kesehatan. 
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(3) Melakukan identifikasi masalah, hambatnn, dan kcndaln dalam 
pelaksanaan/pengelolaan anggaran sebagai bahan analisis laporan 
keuangan tingkat UAPA Kementerian Krsehatan. 

(4) Melakukan proses penggabungan !ap0ran keuangan UAPPA-EI 
tennasuk laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan 
juga melakukan proses penggabungan lapo&an kcuangan anggaran 
pembiayaan dan perhitungan yang digur.akan oleh UAPPA-El menjadi 
laporan keuangan tingkat Kementerian Kesehatan. 

(5) Menyusun laporan keuangan tingkat Kementerian Negaral Lembaga 
berdasarkan hasil penggabungan lapcran keuangan dari UAPPA-E 1, 
sebagaimana dimaksud pnda PMK No. 59/PMK.06/2005. 

(6) Melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan scbagaimana dimaksud 
pRda ayat (5) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, tiap semester. Hasilnya dituangkan 
dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang bentuk dan isinya 
ditetapkan dalam Lampiran VII Pernturan Mentcri Kcuangan No. 
59/PMK.06/2005. 

(7) Menyampaikan Laporan realisasi Anggaran tingkat U AP A bcscrta 
ADK kepada Direktorat Jendcral Perbendaharaan, sctiap triwulan. 

(8) Menyampaikan laporan keuangan Semesteran dan Tahunan berupa 
Laporan Reali~asi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan 
Keuangan kepada Menteri Kcuangan cq. Direktorat Jendcral 
Perbendaharaan, setiap Semesteran dan Tahunan. 

(9) Dalam rangka mcnjaga kcsinambungan pcnyusunan dan kcandalan 
laporan keuangan, setiap organisasi SAK berwenang untuk melakukan 
pendampingan, supervisi, pembinaan, dan monitoring dalam proses 
pcngelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAl) secara berjenjang. 

Tugas Pokok dan Fungsi Unit Akuntansi Pengguna Barang Tingk~t 
Instansi/Departemen (UAPB) adalah sebagai berikut: 

(1) UAPB menyusun Laporan BMN tingkat Kemcnterian Negara!Lembaga 
berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN dari seluruh UAPPB-E 1 
di wilayah l<erjanya tennasuk BMN yang dibeli dari dana dckonsentrasi 
dan tugas pembantuan. 

(2) Menyampaikan Laporan BMN . sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur ienderal Perbendaharaan sctiap 
semester. 

(3) UAPB melakukan pemutakhiran data Laporan BMN scbagaimana ayat 
(1) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dcpartcmen Keuangan 
c.q. Direktorat Barnng Milik Negarn I, setiap tuhun. 

(4) Selain untuk merr.-enuhi kebutuhan manajcrial, Laporan BMN 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan bahan penyusunan 
Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Kementerian Ncgara!Lembaga 
dan lampiran Laporan Keuangnn . 



Kelima 

Keen am 

Ketujuh 

Kcdelapan 

Tcmhwmn : 

MEHT'Eftl KESEHATAN 
REPU8UK INDONESIA 

(5) Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan 
laporan BMN!Neraca, UAPB sccnra bcrjcnjnng mclnkuknn pcmbinnan 
dan monitoring pelaksanaan SABMN di wilayah kerjanya. 

Struktur Organisasi Unit Akuntansi Pengguna AnggaranlBarang (UAPA/B) 
· Kementerian Kesehatan RI, dengan bagan struktur dan susunan personalia 

sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. 

Segala biaya yang timbul yang diakibatkan terbitnya keputusan ini 
dibebankan DJPA yang berlaku pada Satuan Kerja Biro Keuangan dan 
Perlengkapan. 

Dengan diterbitkannya Keputu~an ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan 
RI. Nomor : 1 043/MENKES/SK/XI/06 Tanggal 28 Nopembcr 2006 ten tang 
Pembentukan Stuktur Organisasi Unit · Akuntansi Pengguna 
Anggaran!Barang (UAP AlB) Kemer.terian Kesehatan RI. dicabut dan 
dir.yatskan tidak berlaku lagi. 

Keputusan in! berlaku terhitung mulai tanggal ditctapkan sampai dcngan 
adanya pencabutan/pcrubahan dengan keputusan yang baru dan apabila 
terdapat kekeliruan akan dilakukan perba;kan dan penyesuaian seperlunya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 24 Agustus 2007 

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta 

2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta 

3. Di: ektur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI di Jakarta 

4. Kepala Kantor Wilaynh Direktorat Jcnderal Pcrbendaharaan di Jakarta 
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Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Rl 
Nomor : 964/MENKES/SKNIII/2007 
Tanggal : 24 Agustus 2007 

STRUKTUR ORGANISASI SISTEM AKUNTANSIINSTANSI (SAl) 
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAPA/8) 

KEMENTERIAN KESEHATAN Rl 

PenanggungJawab SAK 
W:tluvo. SE. MM. M.Kes 

Kabag. Veriti~asi dan Akuntar.si 

Pelaksana Hanan SAK 
Atep Sudarman K SE 
Kasubag. Akuntansi ~ 

+ 

PenanggungJawab SAl 
Or.dr. Sit! Fadilah Supar.. Sp. JP (Kl 

Menter! Kesehatan 

KoonUnator 
dr. Sjatii Ahmad. MPH 

Sekretaris Jenderal 

Wakll koordlnator 
Suhardjong. SE. MM 

Kepala Biro Keuangan & Perlengkapan 

Penanggungjawab SABMN 
Ora. Detxana Bangun. MM 

Kabag. Perlengkapan 

Pelaksan3 Harlan SABMN 
Kardi SH 

Kasubag. Penatausahaan & Pelaporan 
BMN 

Patucps Veriflk~l & Akuntansl SAK Petugas Komputer SAK 

1 Adang Suhendra 

Petugas Adm SABMN Petugas Verlflkasl SABMN 

1 Drs. Eddy S Bahar, M.Kes 1. R Agus Pratikno, se 
2. Harsono 
3. Bemy Tri Hartono, BA 
4 . Nely Anggraeni. SE 

Z M. Ya:;in 
3 Sugiantoro 
4 Djuhani 

1. Nelly Manik. BBM. 
2. Sri Lestari 2 Sri Purwati 
3. Rohani Bambela 3 Ade Umnaningsih 

ilah Supari. Sp.JP (K) t 

~ 


